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Faksionalisme merupakan peristiwa politik alamiah. Keberadaan faksi 
merupakan hasil dari sebuah perbedaan pandangan, kepentingan atau 
strategi yang tidak terjembatani di antara anggota partai.  Kehadiran faksi 
mengemuka, terutama disebabkan oleh dua kondisi, yakni (1) pemilu 
presiden dan (2) pemilihan ketua umum partai. Dalam sejarahnya, pada 
pascareformasi hampir pada setiap pelaksanaan Pemilu apalagi Pilpres, 
Golkar selalu dilanda perpecahan. 
Keputusan Ketua  Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakri untuk bergabung 
ke koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 
dan Hatta Rajasa sebagai Cawapres, elit Golkar terbelah menyikapi 
keputusan tersebut. Pada DPD Partai Golkar Sulsel yang dikenal dengan 
basis suara Golkar tidak mampu memenangkan pasangan Capres-Cawapres 
di Pilpres 2014, sejumlah anggota, kader, pengurus dan fungsionaris DPD 
Partai Golkar Sulsel merupakan loyalis Jusuf Kalla yang merupakan 
Cawapres bagi pasangan Joko Widodo. Dan memilih memeberi dukungan 
pasangan tersebut. Peristiwa ini menjelaskan adanya faksionalisme internal 
pada partai Golkar, peneliti mengindetifikasi tipe faksi pada DPD Golkar 
Sulsel dengan merujuk pada tipe faksi menurut Frank P. Belloni & Beller. 
Dasar dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan paradigma Fenomenologi. Tipe penelitian ini adalah 
deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta 
dengan argumen yang tepat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faksi 
menonjol yang ada pada DPD Golkar Sulsel selama Pilpres 2014 adalah tipe 
faksi personal atau client-group faction.  
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  BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sudah sering dikemukakan , institusi partai politik (parpol) adalah 
salah satu pilar terpenting bangunan sistem demokrasi selain institusi 
pemilihan umum, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang 
bebas. Begitu pentingnya kedudukan parpol, sering dikatakan pula tidak ada 
demokrasi tanpa kehadiran parpol di dalamnya. Walaupun demikian perlu 
digarisbawahi, pertama, sistem demokrasi hanya bisa bekerja apabila parpol 
juga bekerja dalam kerangka suatu sistem kepartaian yang mendukung dan 
memungkinkan demokrasi bekerja. Kedua, tidak semua partai politik bisa 
memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi. Samuel P. 
Huntington, misalnya menggarisbawahi bahwa hanya partai-partai yang kuat 
dan terinstitusionalkan yang menjanjikan terbangunnya demokrasi yang lebih 
baik. Ketiga, demokrasi tidak semata-mata identik dengan jumlah partai 
politik, seolah-olah semakin banyak jumlah parpol maka suatu negara 
semakin demokratis.1  
                                                          
1 Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, 2014, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 
hal. 18-19 
Menurut Ramlan Surbakti, secara kelembagaan partai politik dibentuk 
oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota 
parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan untuk membina 
serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, partai 
politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-
kekuasaan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi serta 
mengikat dalam aksi politik di dalam masyarakat politik. Hal ini yang 
membedakan antara partai politik dengan organisasi lainnya, yaitu adanya 
tujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan. 
Sebagai institusi politik dalam sistem demokrasi modern, tentunya  
partai politik akan mempertemukan  banyak orang dengan memiliki beragam  
kepentingan dan persaingan politik. Hal ini sejalan dengan apa yang 
disampaikan oleh Firmanzah bahwa Partai politik memainkan peran sentral 
dalam  menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi 
politik, sekaligus juga persaingan politik.2 Dengan demikian maka sudah 
barang tentu akan sangat rawan terjadi konflik didalam lingkup partai politik. 
Partai politik yang juga sebagai organisasi modern tentunya akan selalu di 
perhadapkan pada realitas konflik baik itu secara internal maupun secara 
ekternal, misalnya konflik berupa perbedaan pandangan, ide atau paham, 
                                                          
2 Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Idiologi Politik di Era Demokrasi, Yayasan 
Pustaka Obor Indonesi Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2011, hlm 44 
pertentangan kepentingan dan seterusnya, jadi pada dasarnya konfik atau 
perpecahan dalam tubuh partai politik bisa timbul dari kelangkaan posisi dan 
resources. 
Salah satu fenomena menonjol yang menarik diamati dalam konteks 
politik internal partai adalah faksionalisme atau pengelompokan dalam 
organisasi internal partai . Faksionalisme partai politik tidak bisa dihindari 
karena suatu organ bisa eksis bukan karena ideologi atau relasinya dengan 
negara atau masyarakat politik yang membentuknya, tapi karena justru 
karena hidupnya faksi-faksi yang lahir secara alamiah di dalam partai politik. 
Mencermati dinamika partai pasca Pemilihan Legislatif tahun 2014,  
dari 10 partai politik yang lolos ke parlemen 2014–2019, Setelah 
pendeklarasian capres-cawapres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, kondisi 
internal partai-partai pendukung kedua pasangan capres-cawapres tersebut 
terlihat adanya letupan-letupan gejolak kekecewaan dari pengurus elite 
partai.  Letupan keras tampak terlihat di tubuh partai Golkar. Sebelumnya, 
partai ini secara resmi mengusung capresnya sendiri, kemudian bermanuver 
mendekati partai Gerindra, Demokrat dan PDIP untuk mendapatkan 
dukungan sebagai capres ataupun cawapresnya.  Namun, pada akhirnya 
partai Golkar berlabuh ke partai Gerindra mendukung pasangan Probowo-
Hatta sebagai capres dan cawapres. 
Partai Golkar adalah partai pemenang kedua dalam Pemilu Legislatif 
(Pileg) 2014 dengan 18.432.312 suara atau 14,75 persen. Berdasarkan 
penghitungan KPU, Golkar berhasil meraih 91 kursi (16,3 persen) di 
Parlemen. Namun demikian, setelah pemilihan legislatif (pileg) dan Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2014 terjadi perpecahan dalam tubuh internal partai. 
Keputusan Ketua  Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakri untuk 
bergabung ke koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto 
sebagai Capres dan Hatta Rajasa sebagai Cawapres. Sejatinya, harus 
diterima dan dipatuhi oleh seluruh kader  Golkar di seluruh Indonesia. Namun 
realitasnya, elit Golkar terbelah menyikapi keputusan tersebut.  
Jusuf Kalla yang notabene adalah kader senior dari partai Golkar 
dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo terbukti 
mempengaruhi solidaritas di internal Partai Golkar.  Jusuf Kalla yang 
mempunyai segudang pengalaman di pemerintahan mulai dari jabatan 
menteri hingga Wakil Presiden, mempunyai pengaruh besar terhadap 
simpatisan dan kader Golkar di tingkat provinsi dan daerah. Walaupun elit 
Golkar menyatakan dukungan resmi dan terbuka terhadap kubu Prabowo-
Hatta, namun kenyataanya kader Golkar di daerah banyak yang memilih 
Jokowi-JK sebagai pilihan Presiden. Sosok Jusuf Kalla sangat di hormati dan 
di segani di internal partai Golkar. 
Konflik muncul bermula saat Aburizal Bakrie memecat 3 kader golkar 
yang tidak mendukung Prabowo-Hatta, Mereka adalah anggota DPR dari 
Partai Golkar, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil 
Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida 
Hidayatulloh.  Pemecatan terhadap  3 kader muda Golkar itu merupakan 
awal benih perpecahan di internal partai beringin yang berakumulasi menjadi 
rencana pemecatan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar. Banyak 
internal kader Golkar yang menilai pemecatan terhadap 3 kader Golkar 
tersebut tidak sesuai dengan AD/ART dan prosedur partai.3 
Partai politik seringkali dihadapkan kenyataan anggota-anggota partai 
bisa sependapat atau berbeda pendapat mengenai suatu isu. Suatu partai 
politik dapat dikatakan tidak memiliki keutuhan internal atau menderita 
faksionalisme bila partai tersebut mengalami pembelahan yang menggangu 
sehingga dapat mengancam fungsi atau kinerjanya. Faksionalisme internal 
partai politik menurut Samuel P. Huntington dan Panebianco, adalah hal 
negatif kerena citra partai politik pasti akan menurun. Organisasi politik 
khususnya partai politik seharusnya mempunyai faktor koherensi dan 
soliditas. Semakin solid suatu parpol akan semakin tinggi mutu parpol 
tersebut. 
                                                          
3 http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014 
Di tingkat daerah, khususnya di provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) 
Jusuf Kalla merupakan tokoh yang sangat popular terbukti dengan 
kemenangan pasangan Jokowi-JK di Sulsel dengan perolehan suara yang 
mencapai lebih dari 70 persen suara.  Serupa dengan yang terjadi pada DPP 
Partai Golkar, dukungan secara terbuka juga datang dari beberapa kader 
DPD Partai Golkar Sulsel. Faktor primordial menjadi alasan  utama kader 
Golkar  Sulsel menjatuhkan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK, 
mengingat Jusuf Kalla merupakan tokoh nasional  yang berasal dari Sulawesi 
Selatan. 
Koordinator Wilayah Pemenangan Golkar Wilayah VI (meliputi Maros, 
Pangkep, Barru dan Parepare) Muhammad Ramli Rahim, misalnya, langsung 
menyatakan dukungan kepada Jokowi-JK.4 Ketua DPRD Sulsel, Muh Roem 
juga telah resmi menyatakan sikap mendukung Jokowi-JK meski 
bertentangan dengan usungan koalisi partai Golkar yakni Capres-Cawapres 
Prabowo-Hatta. Anggota Bappilu golkar Sulsel Subhan Mappaturung juga 
terang-terangan dan secara resmi menyatakan mendukung Jokowi-JK, 
Subhan juga telah ikut bergabung kedalam tim pemenangan dalam deklarasi 
                                                          
 4http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/20/243687/8203-jk-ciptakan-dualisme-golkar-di-sulsel diakses 
pada tanggal 20 Mei 2014 pukul 11.11 WIB. 
relawan Kalla yang berlangsung di lantai 4 Wisma Kalla, Jalan Ratulangi, 
Makassar, Kamis 25 Mei 2014.5 
Perbedaan pandangan dalam dukungan pada calon presiden antara 
tokoh dengan partainya memang jadi hal menarik bagi sejumlah pihak. Hal 
tersebut akan dikaitkan dengan  mana yang lebih besar antara pengaruh 
partai atau pengaruh tokoh dalam mendulang suara untuk para capres dalam 
pilpres. Paling tidak ada dua faktor yang membuat isu faksionalisme di 
internal Golkar menjadi begitu penting. Pertama, adalah ketidaksiapan para 
aktor politik untuk menempatkan perbedaan sikap pandang politik dalam 
porsi yang wajar. Kedua, adalah menyangkut dampak faksionalisme terhadap 
fungsi partai dan lebih jauh lagi sistem politik dan proses demokratisasi di 
Indonesia. 
Dalam konteks internal parpol, faksionalisme diantaranya kuat 
dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama yaitu ideologi, kedua kepemimpinan 
partai, dan ketiga karakter patronase. Pertama dalam konteks ideologi, parpol 
dengan basis ideologi yang kokoh biasanya memiliki daya tahan yang kuat 
terhadap perpecahan internal. Sebaliknya, semakin pragmatis karakter partai, 
semakin rentan pula lah partai tersebut terhadap perpecahan. Kedua, parpol 
dengan tradisi kepemimpinan yang baik juga lebih siap dalam mengelola 
                                                          
5http://www.upeks.co.id/index.php/politik/item/11572-akademis-nyatakan-dukung-jokowi-jk diakses pada 
tanggal 23 Mei 2014. 
benturan politik internal dibandingkan parpol dengan corak kepemimpinan 
karismatik atau kepemimpinan instan, karena sebagian besar penyebab 
faksionalisme terkait dengan persaingan dalam merebut kendali poltik partai.6  
Dan ketiga, faktor internal lain yang sangat memperngaruhi 
pengelolaan faksionalisme adalah karakter patronase di dalam partai. Model 
patronase politik tradisional dimana hubungan antara patron politik dengan 
kader-kadernya yang sangat bersifat informal dan personal berpotensi besar 
mengancam struktur legal formal partai. Karena loyalitas personal justru 
menjadi lebih menentukan daripada mekanisme formal. Dan ini terlihat dari 
loyalitas personal terhadap patron politik lebih kuat daripada loyalitas 
terhadap platform perjuangan partai. Namun sebaliknya dengan model 
patronase politik yang lebih modern, hubungan patron politik dan kadernya 
lebih bersifat organisasional-formal. Patronase model ini lebih sesuai dengan 
prinsip partai modern dan dapat memiliki fungsi strategis sebagai mesin 
pembangunan institusi partai. 7 
Pengelolaan faksionalisme adalah satu dari sekian kebutuhan 
mendasar dalam penguatan kelembagaan partai ditingkatan daerah. Dan 
permasalahan yang ada pada internal partai Golkar paling tidak 
mengindikasikan dua hal, pertama lemahnya mesin politik kelembagaan 
                                                          
6 Des Kawani, Parpol di Daerah dan Faksionalisme, 11 Agustus, 2012 http://des-
kawani.blogspot.com/2012/08/parpol-di-daerah-dan-faksionalisme.html 
7 Loc.Cit 
partai, dan kedua, daya tarik personal melebihi pengaruh dan otoritas partai. 
Kemudian, penulis tertarik mengkaji faksionalisme yang terjadi pada tubuh 
partai Golkar khususnya pada DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan melalui 
penelitian dengan judul penelitian “Faksionalisme Internal DPD Partai 
Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Presiden 2014” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana faksionalisme internal yang terjadi di DPD Partai Golkar 
Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Presiden 2014? 
2. Bagaimana dampak dari faksionalisme internal yang terjadi di DPD 
Partai Golkar Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Presiden 2014? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
1. Menjelaskan faksionalisme internal yang terjadi di DPD Partai Golkar 
Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Presiden 2014. 
2.   Menggambarkan dan menganalisa dampak dari faksionalisme internal 
yang terjadi di DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan pada Pemilihan 




D. Manfaat Penelitian 
D.1. Manfaat Akademik : 
a. Memberikan gambaran perilaku partai politik khususnya tentang 
DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum 
Presiden 2014. 
 b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya 
yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini. 
D.2. Manfaat Praktis: 
 a. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana Ilmu 
Politik. 
 b. Memberikan informasi mengenai Faksionalisme yang terjadi 
pada DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan pada Pemilihan 





Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk menjelaskan 
masalah yang diteliti, akan dibahas enam aspek dalam metode penelitian 
yaitu, lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, jenis data penelitian, 
penemuan informan , teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  
F.1. Lokasi Penelitian 
 Penelitian dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Sulsel yang 
bertempat di Makassar. Pemilihan lokasi ini dengan alasan Jusuf Kalla 
sebagai Calon wakil presiden 2014 diusung oleh partai lain namun masih 
merupakan kader Golkar dan Sulawesi Selatan merupakan daerah asal Jusuf 
Kalla sekaligus sebagai patron suara Partai Golkar pada setiap Pemilu. 
.F.2. Tipe dan Dasar Penelitian  
Dasar dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Dalam metode kualitatif terdapat beberapa 
paradigma salah satunya adalah Fenomenologi. Dalam fenomenologi, setiap 
individu secara sadar menerima suatu pengalaman yang secara sadar 
dikonstruksi sebagai bahan tindakan dalam kehidupan sosial. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan 
untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian 
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 
yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 
dilakukan. tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan 
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, 
dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian 
yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk 
membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel 
kepada variabel lain. 
F.3. Jenis Data Penelitian 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil 
wawancara mendalam dengan informan. Penelititurun langsung ke 
DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk mengumpulkan data dalam 
berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara. Dari proses 
wawancara dengan berbagai sumber, peneliti telah mendapatkan 
data-data seperti, data-data kepengurusan DPD Partai Golkar 
Sulawesi Selatan, sertaFaksionalisme Internal yang terjadi di Internal 
Partai Golkar dan di DPD Partai Golkar  Sulawesi Selatan. 
2. Data Sekunder 
Merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari 
sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 
Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan 
tentang materi original. Data berupa dokumen-dokumen, catatan-
catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang dapat 
mendukung kelengkapan data primer. Dalam hal ini penulis lebih 
banyak mengkaji dan menganalisis informasi yang terdapat dalam 
buku Pedoman Partai Golkar dan AD/ART Partai Golkar dimana 
litelatur ini lebih dalam mengkaji Partai Golkar . 
F.4. Penemuan Informan 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan 
penelitian ini, maka penulis akan menggali informasi dan temuan dari 
informan yang akan diwawancarai. Penentuan informan dengan 
menggunakan purposive sampling yaitu informan dipilih berdasarkan tujuan 
penelitian dan pertimbangan lainnya. Adapun informan adalah pengurus DPD 
I Partai Golkar Sulsel serta masyarakat. 
F.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah.pengurus DPD Partai Golkar Sul-Sel dalam periode 2009-2015. 
Informan tersebut adalah: 
1. Wawancara Mendalam (indepth interview) 
Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara 
mendalam menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar 
wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup 
kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan 
yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui 
permasalahan yang dimaksud. Informan yang akan penulis 
wawancarai untuk pengumpulan data ini terdiri dari komponen 
masyarakat, yaitu: 
1. Pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel Periode 2009-2015 
2. Masyarakat. 
Alasan penulis memilih informan tersebut, karena dianggap paham 
dan mengetahui masalah yang hendak diteliti. 
2. Studi Pustaka dan Dokumen 
Data yang diperoleh melalui studi pustaka yang dilakukan oleh penulis 
adalah berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
F.5.  Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis, antara lain: 
pengelompokan data, reduksi data, analisis isi (content analysis), Penarikan 
kesimpulan atau verifikasi dari hasil temuan yang diperoleh. 
1. Pengelompokan Data 
Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penulis 
dalam rangkaian analisis data, untuk mengelompokan hasil temuan, 
diantaranya hasil wawancara dari setiap informan, hasil studi pustaka 
yang dilakukan dan dokumen yang diperoleh penulis 
2. Reduksi Data 
Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, 
penyederhanaan serta pengabstraksian data dari MP3, field note dan 
pengamatan lainnya. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian 
dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan 
tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. 
Pada tahap ini juga penulis langsung melakukan transfer data ke 
dalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis, sebagai upaya 
meminimalisasi reduksi data karena karena keterbatasan ingatan 
penulis. 
3. Analisis isi 
Tahapan ini dilakukan berdasarkan hasil reduksi data dari setiap 
instrument penelitian yang digunakan untuk mendapatkan tingkat 
perbedaan dan hubungan atau korelasi dari setiap temuan baik hasil 
wawancara, studi pustaka dan dokumen. 
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulis 
berdasarkan hasil analisis isi (content analysis) yang dilakukan untuk 




FAKSIONALISME INTERNAL DPD I PARTAI GOLONGAN KARYA 
(GOLKAR) SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 
2014 
Faksionalisme merupakan peristiwa politik alamiah. Faksi selalu ada 
dalam kehidupan komunitas atau kelompok masyarakat. Dalam konteks 
Indonesia, paling tidak ada dua faktor yang membuat isu faksionalisme 
menjadi penting. Pertama, ketidaksiapan publik dan aktor politik untuk 
menempatkan perbedaan sikap pandang politik dalam porsi wajar. Kedua, 
menyangkut dampak faksionalisme terhadap fungsi partai, lebih jauh lagi 
sistem politik dan proses demokratisasi. Faktor pertama sangat berkaitan 
dengan faktor yang kedua. Artinya prilaku-prilaku tidak demokratis dalam 
menyikapi faksionalisme hanya akan menciptakan pembusukan politik dan 
merintangi demokratisasi. 
Dalam kajian ilmu politik, faksi merupakan salah satu alasan utama 
hadirnya partai, sehingga eksistensi dan dinamika faksi menjadi hal wajar. 
Dimana dalam Partai politik  terdapat embrio partai politik berupa sekumpulan 
faksi. Faksi ialah subsistem dalam sistem partai, yang terbentuk berupa 
sekelompok orang yang biasanya memiliki kedekatan primordial (keluarga, 
suku, agama, ras), kesamaan ideologis (ideal), atau kesamaan kepentingan 
(oportunis, pragmatis). Biasanya faksi dipimpin oleh para pendiri partai. 
Kehadiran faksi mengemuka, terutama disebabkan oleh dua kondisi, yakni 
(1) pemilu presiden dan (2) pemilihan ketua umum partai. 
Faksionalisme adalah klise bagi partai Golkar. Beberapa kali 
mengalami perpecahan kemudian melahirkan partai baru, dalam pemilu 
legislatif 2014 paling tidak tercatat ada empat partai peserta pemilu yang lahir 
dari pimpinan mantan kader Golkar, yaitu: Partai Gerindra, Partai Hanura, 
Partai NasDem, dan PKPI. 
Keberadaan faksi merupakan hasil dari sebuah perbedaan 
pandangan, kepentingan atau strategi yang tidak terjembatani di antara 
anggota partai. Dalam perjalanannya, pada pascareformasi hampir pada 
setiap pelaksanaan Pemilu apalagi Pilpres, Golkar selalu dilanda 
perpecahan. Pada 2004 Partai Golkar secara resmi mendukung pasangan 
Wiranto-Salahuddin Wahid. Tetapi di saat bersamaan, kader Golkar Jusuf 
Kalla juga maju sebagai cawapres SBY. 
Pada 2009, meski tidak separah sebelumnya, perangkat Golkar pun 
tidak solid mendukung pasangan JK-Wiranto. Keduanya tersingkir di putaran 
pertama, di bawah pasangan Megawati-Prabowo yang melaju untuk melawan 
pasangan SBY-Boediono di putaran kedua. Sementara secara riil, kekuatan 
Golkar tengah kuat, sebagai pemenang kedua Pileg 2009, di atas PDIP. Kini 
menjelang Pilpres 2014, kita kembali menyaksikan pecahnya kekuatan Partai 
Golkar. Sementara secara resmi partai mendukung pasangan Prabowo-
Hatta, ada sebagian kader yang memilih pasangan Jokowi-JK. 
Menjelang pemilihan umum presiden 2014, Partai Golkar secara resmi 
berkoalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusung 
Prabowo sebagi Capres, namun sejumlah kader partai memilih berbeda sikap 
politik dengan garis keputusan DPP. Di Partai Golkar, sejumlah politisi muda  
menolak keputusan DPP yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-
Hatta Rajasa. Mereka memilih mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-
JK). Sikap tidak sejalan dengan DPP juga ditunjukkan Wakil Ketua Dewan 
Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan dan pendiri Sentral 
Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), sekaligus salah satu 
pendiri Golkar Suhardiman.8  
Armin Mustamin, menjelaskan terkait hal tersebut, bahwa: 
“Aburizal Bakrie berulangkali dalam rapat terbatas, menjelaskan 
pertimbangan kenapa Partai Golkar lebih memilih pasangan Prabowo-
Hatta dibanding Jokowi-JK, dikarenakan alasan kalkulasi politik pada 
saat itu. Tapi untuk sejumlah pengurus DPP Golkar tidak menerima 
dalih tersebut. Mereka tetap pada pendiriannya. Membelakangi 
keputusan partai untuk kukuh mendukung Jokowi-JK. Akibat 
                                                          
8 http://www.satuislam.org/nasional/pilpres-2014-parpol-dan-ormas-terpecah/ 
pembangkanga  n itu, Aburizal Bakrie menjatuhkan sanksi partai pada 
mereka.”9 
 
Hal serupa juga terjadi di Partai Golkar tingkat daerah khususnya di 
Provinsi Sulawesi Selatan atau DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sul-
Sel). Sebagaimana diketahui selama ini Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
daerah dengan basis suara Golkar namun pada hasil Pemilu Presiden 2014, 
pasangan Capres dan Cawapres yang didukung oleh Golkar tidak mampu 
dimenangkan Golkar pada daerah ini.   
Armin Mustamin menyebutkan dalam wawancara dua alasan utama 
sejumlah pengurus, fungsionaris, kader dan anggota Golkar Sul-Sul memberi 
dukungan kepada Capres – Cawapres, Jokowi-JK adalah cawapres Jusuf 
Kalla merupakan kader Golkar dan alasan kedaerahan, Jusuf Kalla adalah 
tokoh yang berasal dari Sul-Sel. Hal tersebut sejalan dengan yang 
disampaikan oleh anggota DPD I  Golkar Sul-Sel, Subhan Jaya Mappaturung 
yang juga merupakan juru bicara Tim Pemenangan Capres-Cawapres, 
Jokowi – Jusuf Kalla, Relawan Kalla. Disampaikannya bahwa :  
“Golkar itu meskipun secara organisasi bulat ke Prabowo tidak semua 
anggota organisasi itu ke sana, karena dengan berbagai macam 
alasan. Alasan pertama,  buat orang-orang Golkar; Jusuf Kalla adalah 
kader Golkar banyak orang di daerah yang merasa tidak terlibat dalam 
mementukan pilihan partai, artinya meskipun Aburizal Bakrie 
                                                          
9 Wawancara terhadap H. Armin Mustamin Toputiri, SH ,  Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan 
Keanggotaan  DPD Golkar Sulsel. 
mendapat mandat menentukan koalisi ada orang yang merasa tidak 
sesuai dengan aspirasinya. Terutama juga Pak Jusuf Kalla pernah 
menjadi ketua umum Golkar beliau masih punya banyak sekali 
pendukung terutama di daerah yang basis Golkar itu kuat. Pemilih 
tradisional tetap pada Jusuf Kalla. Kemarin itu bukan perbedaan dalam 
institusi, Golkar tetap merasa dirinya solid tapi tidak bisa.”10 
 
Ditanyai terkait aksi pendukung Jusuf Kalla di internal DPD Golkar 
Sulsel, Armin Mustamin menerangkan, bahwa : 
“dukungan terhadap JK dilakukan secara tertutup maupun terang-
terangan , yang terang terangan itu kader yang belum mencapai 
puncak kekaderannya. Dan itu merusak nilai kekaderan”11 
Faksionalisasi di tubuh Golkar menjadi nontonan publik sejak sebelum 
pilpres sebagai clique faction.  Selama dan sesudah pilpres, faksionalisasi 
yang ada dalam Partai Golkar berubah dari clique faction menjadi personal 
atau client-group faction, karena kekuasaan faksi yang ada terkonsolidasi 
dengan adanya figur yang punya modalitas patron. Dalam hal ini, ada tiga 
bentuk faksionalisasi di dalam partai Menurut Frank P. Belloni & Beller, yaitu: 
clique faction, personal atau client-group faction, dan institutionalized atau 
organized faction. Clique faction adalah faksi yang tidak terkonsolidasi, 
sehingga sifatnya cenderung parsial dan temporal.  
                                                          
10 Wawancara terhadap Drs. Subhan Jaya Mappaturung, SE, AK. Anggota Badan Pemenangan Pemilu 
DPD I Golkar Sul-Sel. 
11 Wawancara terhadap H. Armin Mustamin Toputiri, SH, Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan 
Keanggotaan DPD I Golkar Sulsel 
Sementara personal atau client-group faction adalah faksi yang 
terkonsolidasi dengan adanya tokoh sentral di dalamnya sehingga berdurasi 
lama sampai terjadi kompromi antarpemimpin faksi. Sedangkan 
institutionalized atau organized faction adalah faksi di dalam partai politik 
yang sudah terlembagakan, sehingga eksistensi faksi berlaku dan diatur 
secara yuridis di dalam internal partai. 
Faksionalisasi yang terbentuk menguat dilatarbelakangi oleh tidak 
terpenuhinya target strategis Golkar dalam Pemilihan Umum 2014. Bila 
Aburizal Bakrie memegang otoritas struktural sebagai ketua umum dan 
memiliki pengaruh kuat di barisan DPD tingkat provinsi, Jusuf Kalla yang 
pernah menjadi ketua umum masih dianggap berpengaruh secara kultural. 
Personal,  Client-Group Faction DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan 
Di zaman Orde Baru, faksionalisme terbentuk berdasarkan unsur 
militer, birokrasi, dan politisi professional. Sedangkan, faksionalisme era 
sekarang bermuara pada figur perorangan yang membangun political 
patronage, dengan basis kapital yang cukup kuat. Pada perkembangannya, 
pada masa sebelum Pemilihan Umum (pemilu) 2014 partai Golkar 
dihadapkan pada  problem faksionalisme akut antara Aburizal Bakrie, Jusuf 
Kalla , dan Akbar Tandjung.   
Sebelum dan selama pilpres 2014, pada DPD Golkar Sulsel terdapat 
faksi menonjol yang terbentuk berdasarkan klientalisme adalah faksi Jusuf 
Kalla, sejumlah pengurus, fungsionaris, kader dan anggota DPD Partai 
Golkar Sulsel memiliki kedekatan personal dengan Jusuf Kalla, faksi ini 
muncul menyatakan dukungan kepada Jusuf Kalla pada pilpres. Dijelaskan 
sebelummnya alasan sejumlah pengurus, fungsionaris, kader dan anggota 
DPD Partai Golkar Sul-Sul mendukung Jokowi – Jusuf Kalla pada pilpres 9 
Juli 2014 adalah ketokohan Jusuf Kalla.  Hal tersebut dibenarkan oleh A. Ina 
Kartika, menurutnya: 
“memang ada beberapa orang yang mendukung JK. Pak JK mantan 
ketua umum tapi secara kelembagaan dia tidak didukung oleh Golkar, 
yang mendukung itu tidak lepas dari hubungan – hubungan 
kedekatan, kekerabatan karena di Sulsel ini banyak kerabat Golkar 
dan tentu mendukung Pak JK.”12 
Menyibak sejarah Jusuf Kalla pada awal mula masa kepemimpinannya 
sebagai ketua umum partai Golkar, Dirk Tomsa dalam The Golkar Way 
menyebutkan bahwa : “ terpilihnya Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua 
umum Partai Golkar pada tahun 2004 menunjukkan Partai Golkar masih 
dipenuhi orang-orang yang sangat berorientasi pada kekuasaan. Pada 
kenyataanya Jusuf Kalla meraih pucuk pimpinan Partai Golkar bukan 
lantaran program-program politik yang meyakinkan, tetapi karena dia 
menjanjikan akses langsung ke sumber daya pemerintah yang 
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menguntungkan.”13 Faksi Jusuf Kalla yang berisi kader-kader yang 
mendukung JK atas dasar pragmatisme politik. Memberi dampak pada 
mentalitas kader-kader kepengurusan Golkar pada Munas 2009 pun telah 
begitu pragmatis. Meskipun Jusuf Kalla tak ada di struktur partai, 
pengaruhnya masih cukup kuat di DPD tingkat kota dan kabupaten hingga 
saat ini.  
Praktik patron klien di dalam partai politik, menurut Dirk Tomsa dan 
Andreas Ufen, adalah akibat dari ketidakmampuan partai untuk menangkap 
dinamika perubahan kepentingan publik, serta kurangnya sistem program 
dan integratif untuk mempromosikan sosialisasi politik yang lebih nyata. 
Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi semakin masifnya sistem 
patronklien bekerja di dalam partaipartai poltik di Asia Tenggara, khususnya 
Indonesia, yaitu (1) modernisasi sistem kepartaian itu sendiri, (2) diferensiasi 
dalam mengkonsolidasikan ideologi politik dan budaya, dimana (3) jalur 
dinamika yang secara historis berakar dan dibudidayakan , memperkuat 
selama bertahun-tahun, dan (4) faktor-faktor kelembagaan seperti pemilu dan 
partai hukum , checks and balances antara eksekutif dan legislatif , dan 
desentralisasi terus kekuatan untuk bos lokal.14 
                                                          
13 Akbar Tanjung, The Golkar Way : Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi, 
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007,  hlm 341 
14 Dikutip dari tulisan Dir  k Tomsa dan Andreas Ufen pada Party Politics in Southeast Asia: Clientelism 
and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines. Dirk Tomsa and Andreas Ufen. 
Routledge. October 2012. Hal 2-3 
Pada perspeksif faksionalisme, preferensi pilihan beberapa anggota 
DPD Golkar Sulsel di Pilpres 2104 dipengaruhi faktor ketokohan Jusuf Kalla,  
memperlihatkan karakter patronase di dalam partai dengan  model patronase 
politik tradisional dimana hubungan antara patron politik dengan kader-
kadernya yang sangat bersifat informal dan personal. Hal ini berpotensi besar 
mengancam struktur legal formal partai, karena loyalitas personal justru 
menjadi lebih menentukan daripada mekanisme formal. 
Pada analisis penelitian ini menggunakan pendekatan 
Institusionalisme Baru. Upaya mendasar dalam analisis institusi menurut Hall 
dan Taylor  adalah menjawab pertanyaan: Bagaimanakah institusi 
mempengaruhi perilaku dari individu? Pada akhirnya melalui tindakan-
tindakan individu, institusi dapat melihat manfaat politis dari aturan main 
maupun peraturan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakatnya. Hall dan 
Taylor juga mengungkapkan bahwa institusi merupakan penyedia template 
untuk moral dan kognisi dalam melakukan interpretasi dan tindakan dalam 
diri seorang individu. Pada akhirnya institusi akan memberikan pedoman 
tindakan yang baik bagi individu dan bukan alat untuk “mensetir” perilaku 
individu.15  
                                                          
15 Peter Hall dan Taylor R. C. R. 1996. ‘Political Science and the Three New Institutionalisms’, Political 
Studies, hal. 44 
Sejalan dengan pedekatan tersebut, maka berkesesuian pada kajian 
Mainwaring dan Scully, yang menilai adanya kolerasi antara kualitas 
pelembagaan partai, sistem kepartaian dan kualitas demokrasi. Eksistensi 
yang satu sedikit banyak akan mempengaruhi yang lainnya. Bagi beberapa 
kalangan, seperti Randall dan Svansand situasi pelembagaan partai politik 
tidak selamanya berkorelasi kuat dengan keajegan demokrasi di sebuah 
negara.  Namun bagi sebagian lainnya, termasuk misalnya kajian Tan dalam 
konteks keindonesiaan situasi kepartaian tetap bisa dijadikan parameter 
dalam mengukur situasi dan kualitas demokrasi. 
Ruang keterbukaan politik yang berkembang antar unsur dan personal 
pengurus yang saling berkembang selama tahapan-tahapan Pilpres 2014 
ternyata sangat cair. Sehingga, ruang tersebut justru menunjukkan fenomena 
politik tentang mudah terbelahnya dukungan partai, tidak saja di kalangan 
elitnya, tetapi juga di antara unsur pendukung partai tersebut di tingkat akar 
rumput (grass root).16 Menunjukkan desain kelembagaan partai yang masih 
rentan bagi potensi perpecahan dan disiplin di tingkatan pengurusnya yang 
sangat mudah dilanggar. Lebih dari itu, tidak ada kekuatan AD/ART partai 
politik sebagai UU yang patut “ditaati” bersama, agar faksi tersebut, tunduk 
pada keputusan partai. 
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Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, 2014. 
Faksionalisasi sebenarnya merupakan gejala umum yang 
menghinggapi partai. Namun, partai politik-partai politik gagal mengelola dan 
mengantisipasi potensi faksionalisme itu. Faksionalisme yang 
berkepanjangan jelas menyebabkan semakin melemahnya konsolidasi 
organisasi. Para elite partai saling melemahkan dan tidak saling mendukung. 
Implikasi kegagalan mengelola faksionalisme, faksi yang terpinggirkan 
cenderung membentuk partai baru atau para politikus berpindah ke partai 
lain, seperti gejala belakangan ini. Maka, partai perlu meningkatkan sistem 
imunitas faksionalisme melalui penguatan kelembagaan dan demokratisasi 
sistem internal partai. 
Pengelolaan Faksionalisme DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan 
Pengelolaan faksionalisme adalah satu dari sekian kebutuhan 
mendasar dalam penguatan kelembagaan partai ditingkatan daerah. 
Pengelolaan faksionalisme diantaranya kuat dipengaruhi oleh tiga hal. 
Pertama yaitu ideologi, kedua kepemimpinan partai, dan ketiga karakter 
patronase. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana 
pengelolaan faksi internal DPD I Golkar Sulsel pada Pilpres 2014.   
Pertama,  dalam konteks ideologi, parpol dengan basis ideologi yang 
kokoh biasanya memiliki daya tahan yang kuat terhadap perpecahan internal. 
Sebaliknya, semakin pragmatis karakter partai, semakin rentan pula lah partai 
tersebut terhadap perpecahan. Ideologi resmi partai dapat kita ketahui dari 
apa yang tertulis dalam anggaran dasarnya, akan tetapi ideologi 
sesungguhnya justru dapat kita ketahui dari aktifitas politik yang mereka 
jalani. Fakta bahwa Koalisi Merah Putih yang diikuti partai Golkar dibanguan 
tidak pada dasar kesamaan ideologi justru pada kalkulasi politik, 
menunjukkan pragmatisme parpol. Juga pada saat Golkar membuat blok 
berseberangan karena berbasis pada pilihan politik perseorangan bukan 
pada pilihan partai khusunya pada pilpres. 
Partai politik membutuhkan ideologi yang spesifik, agar memiliki 
platform perjuangan yang jelas. Ketiadaan ideologi yang spesifik untuk 
ditanamkan kedalam mentalitas pengakaderan menyebabkan mentalitas 
yang terbangun justru berorientasi kepda kekuasaan bukan kepada 
perjuangan politik bagi kepentingan rakyat melalu kebijakan partai. 
Kedua, kepemimpinan partai. Faksionalisasi di dalam partai politik 
pada awalnya disebabkan kontrol pimpinan yang lemah berkembang pesat 
dan terkonsolidasi yang kemudian melemahkan kesatuan dan kekompakan di 
dalam partai. Selama sebelum dan pada pilpres 2014, Syahrul Yasin Limpo 
(SYL) memberikan kebebasan terhadap semua kader Golkar di Sulsel untuk 
memenangkan calon presiden lain tanpa ada ancaman pemecatan. SYL 
sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel menyikapi perbedaan suara dipilpres 
dengan demokratis, SYL menyadari kuatnya ketokohan Jusuf Kalla di dalam 
partainya. A. Ina Kartika megatakan sikap SYL terkait situasi internal Golkar 
Sulsel menjelang pilpres, bahwa : 
“…tentu kader Golkar yang tidak mendukung amanah partai akan 
mendapat catatan tersendiri. tidak ada sanksi langsung yang diberikan 
tapi itu menjadi catatan kedepan, tidak ada teguran secara resmi tapi 
penyampaian dari pak ketua itu ada, pasti. Pak ketua, menempatkan 
diri pada kapasitasnya sebagai Ketua partai juga sebagai Gubernur.”17 
Di sisi lain, SYL juga tetap pada posisi sebagai bagian dari Golkar 
dengan memegang amanah untuk memenangkan pasangan Capres-
Cawapres Prabowo-Hatta di SulSel. Selama menjelang pilpres hingga 
selesainya Pilpres 2014. SYL menempatkan diri sebagai pimpinan partai 
yang patuh kepada keputusan DPP Golkar. dengan turut ikut dalam strategi 
pemenangan Pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Armin 
Mustamin menjelaskan, bahwa: 
“Dalam rangka pemenangan pasangan Prabowo – Hatta. Ketua DPD 
Golkar Sul-Sel yang dilakukan adalah pertama, menyusun dan 
menjalankan strategi yang tepat sesuai kondisi masyarakat Sul-Sel 
Kedua, mensosialisasikan dan mencari dukungan masyarakat untuk 
mendukung pasangan Prabowo-Hatta.” 
Selanjutnya, dijelaskan oleh A. Ina Kartika Sari, bahwa: 
“di partai Partai Golkar Sul-Sel para anggota didoktrin unutk loyal 
kepada partai, kepada kebijakan partai, siapa yang didukung partai 
maka itu yang kita perjuangkan. Disetiap pertemuan ketua 
menyampaikan agar para anggota partai Golkar Sulsel pada amanah 
partai.” 
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Ketiga, karakter patronase. Sejumlah kader di DPD I  Golkar Sulsel 
loyal terhadap JK memperlihatkan karakter patronase tradisional dibanding 
dengan model patronase politik yang lebih modern, yang mestinya dibanguan 
partai Golkar dimana hubungan patron politik dan kadernya lebih bersifat 
organisasional-formal. Patronase model ini lebih sesuai dengan prinsip partai 
modern dan dapat memiliki fungsi strategis sebagai mesin pembangunan 
institusi partai. 
Partai politik memang sudah kodratnya tereksistensi karena faksi-faksi 
tersebut. Persatuan dan kekuatan partai politik sangat tergantung dari 
kesatuan dan faksi yang ada di partai tersebut. Karena itu, secara teori cukup 
mudah untuk mengembalikan kekuatan partai yang pecah, yaitu mempererat 
persatuan di antara faksi-faksi yang ada. 
Dampak Faksionalisme Internal DPD I Partai Golongan Karya (GOLKAR) 
Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Presiden 2014 
Faksionalisme dapat berfungsi sebagai sarana artikulasi berbagai 
kepentingan yang berbeda dalam tubuh partai. Kehadiran faksi tidak hanya 
menjamin tersedianya alternatif kebijakan dalam partai, tetapi juga dapat 
beroperasi sebagai mekanisme kontrol horizontal dan menegakkan prinsip-
prinsip akuntabilitas partai. Faksi-faksi dalam sebuah partai politik 
sesungguhnya memang diperlukan. Karena dengan adanya faksi-faksi itulah 
sebuah partai politik akan selalu dinamis. Selain itu dinamika ini sekaligus 
akan menjadi kontrol internal dari partai. Memang persinggungan ini akan 
menjadi faktor destruktif apabila tidak dapat dikelola. Namun mengingkari 
adanya faksi justru akan menjadi awal konflik internal yang berkepanjangan. 
Keberadaan faksionalisme di internal DPD Partai Golkar Sulawesi 
Selatan pada akhirnya tidak menimbulkan konflik internal.  Seperti yang 
dikemukakan oleh pengurus DPD I Golkar Sul-Sel, bahwa: 
“dalam internal kepengurusan DPD Golkar Sul-Sel kita cukup solid, 
semua kebijakan yang ditempuh diambil secara bersama dan sampai 
saat ini tidak ada hal luar biasa yang yang menganggu kesolidan 
pengurus . DPD Partai Golkar Sul – Sel , partai yang cukup dinamis 
sehingga setiap event-event politik bisa dilalui dengan baik begitupula 
kalau event politik berlalu, maka secara internal partai Golkar akan 
membangun kesolidan.”18 
Adanya faksi pendukung Jokowi – Jusuf Kalla di internal DPD Partai 
Golkar Sulsel berpengaruh pada strategi pemenangan pasangan Prabowo – 
Hatta yang dilakukan tidak maksimal, sebagaimana diketahui Provinsi 
Sulawesi Selatan adalah basis suara Golkar terbukti pada kemenangan 
partai Golkar di Sulsel diposisisi pertama pada pemilu legislatif 2014 dengan 
perolehan 20,09 % suara mengungguli PDI-P dengan 7,11 % dari total 
4.404.165 suara sah. Namun, pada hasil pilpres 2014, pasangan Jokowi – JK 
ungul dengan 71, 41 % suara dan Prabowo Hatta dengan perolehan suara 
28,59 % suara.  
                                                          
18 Wawancara terhadap Nasruddin Upel, Pengurus DPD I Golkar Sul-Sel 
Perihal kondisi internal DPD Partai Golkar Sulsel pada masa sebelum 
dan sesudah pemilihan umum presiden 2014, Nasruddin Upel 
menggambarkan bahwa: 
“dalam internal kepengurusan DPD Golkar Sulsel kita cukup solid, 
semua kebijakan yang ditempuh diambil secara bersama dan sampai 
saat ini tidak ada hal yang luar biasa yang mengganggu kesolidan 
pengurus. DPD Partai Golkar Sulsel, Partai yang cukup dinamis 
sehingga setiap event-event politik bisa dilalui dengan baik bagitupula 
kalau event politik berlalu, maka secara internal partai Golkar akan 
membangun kesolidan”19 
Peneliti melihat Partai Golkar Sulsel mampu menerima perbedaan 
pendapat/pandangan  dengan tidak mengingkari keberadaan faksi. Namun, 
penolakan terhadap keputusan partai  yang dilakukan secara terbuka melalui 
media massa dengan perkembangan pesat teknologi dan informasi 
menjadikan dunia makin terhubung dan transparan, bisa memunculkan citra 
buruk bagi partai hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. 
Peristiwa-peristiwa politik memberikan pelajaran kepada publik mengenai 
politisi, faksi, partai, dan koalisi partai mana partai yang berpolitik dengan 
pedoman nilai-nilai dan mana yang berpolitik dengan memanipulasi nilai-nilai. 
Dalam wawancara terhadap masayarakat, mengenai pandangan 
terhadap partai Golkar di Pilpres 2014, dikemukakanya bahwa: 
                                                          
19 Wawancara terhadap Nasruddin Upel, S.S pengurus DPD I Golkar Sulawesi Selatan 
“Kalo dalam pemilu, persoalan partai Golkar maupun partai-partai 
lainnya yang terlihat hanya seputar pada gaya kepemimpinann dan 
tokoh yang diusungnya. Partai politik di Indonesia tidak memiliki 
perbedaan ideologi satu sama lain kebanyakan tentang pancasila, 
kebijakan yang ditawarkan juga hampir sama. Melihat koalisi yang 
dibangun jelas ada kepentingan tertentu.”20 
Tanggapan dari informan lainnya, yakni : 
“menurut saya secara institusi DPD Partai Golkar Sul-Sel masih 
berada pada garis politik yang dikomandoi ARB. Namun saat konflik 
Golkar dalam hal ini terdapat dua ketua umum yakni Agung Laksono 
dan ARB, Golkar Sulsel cukup hati-hati mendukung salah satu 
diantaranya.21 Mengenai adanya kader yang membelot, ini ada 
kaitannya dengan dualism ini. Mungkin kader yang membelot adalah 
pendukung kubu Agung Laksono yang kita tahu mendukung Jokowi – 
JK atau mungkin juga kedekatan emosional dengan pak JK karena 
dari Sul-Sel.22 
 
Anggota Partai Golkar yang mendukung Jusuf Kalla di Pilpres walau 
diusung oleh partai lain pada sitauasi seperti ini akan memberikan  effek 
terhadap keputusan media melakukan publikasi terhadap Jusuf Kalla lebih 
kuat dan sekaligus mengubah keputusan Golkar menjadi oposisi mendukung 
Koalisi Merah Putih. Sebaliknya, keputusan ini juga akan memengaruhi 
keputusan di Munas Golkar apakah mereka menjadi oposisi atau menjadi 
pendukung kekuasaan. Seperti diketahui, Munas merupakan forum tertinggi 
                                                          
20 Wawancara terhadap Nirwan Dessibali, Jurnalis Radar Makassar 
21 Berlangung dua Munas Partai Golkar di Bali, pada tanggal November – 2 Desember 2014 , dan di 
Ancol pada 6-8 Desember 2014 menghasilkan dua kepengurusan masing- masing diketuai oleh 
Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. 
22 Wawancara terhadap Marwan, masyarakat kota Makassar 
dalam pengambilan keputusan. Munas IX tandingan yang diselenggarakan 
Desember 2014 lalu,merupakan kekecewaan terhadap kepemimpinan 
Aburizal Bakrie.  
Kekalahan Prabowo – Hatta di pilpres 2014, juga menandakan 
kekalahan Golkar gagal menduduki Prabowo – Hatta sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden juga untuk kedua kalinya gagal, setelah pemilu legislatif 2014 
. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar mengambil sikap berada di 
luar pemerintahan. Hal tersebut dianggap oleh beberapa tokoh Golkar 
menabrak doktrin partai yang harus selalu berada di pemerintahan demi 
menjalankan visi dan misi partai. Ada kondisi yang membuat kader Golkar 
tidak siap berada di luar pemerintahan Hal ini berpengaruh pada politik 
secara nasional. 
Parpol yang harusnya menjadi institusi utama pengembangan 
demokrasi seringkali juga mengalami konflik internal sebagai akibat tidak 
berjalannya mekanisme demokrasi di dalamnya. Banyak parpol baru 
bermunculan sebagai akibat dari konflik internal dan ini semakin menyulitkan 
terbentuknya parpol yang meIembaga hingga ke tingkatan grass-roots. 
Demikian juga, parpol yang harusnya bisa menyiapkan kader-kader terbaik 
untuk mengisi jabatan-jabatan publik  ternyata sebagian besar diisi oleh 
orang-orang yang hanya memiliki modal kekuasaan dan kedekatan dengan 
pimpinan. Oleh karenanya tidak mengherankan jika sumber daya manusia di 
parpol dapat dikatakan buruk kualitasnya sebab meritokrasi ataupun sistem 
career pathing tidak berjalan baik.23 
Lebih jauh, akumulasi dari semuanya, Partai Golkar yang berbelah 
sikap bukan lagi masalah internal partai, ini bisa membawa pada  
permasalahan kekuasaan negara, kelangsungan pemerintahan, serta 
stabilitas politik secara menyeluruh.  
 
  
                                                          
23 Nico Harjanto, Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia 
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